‘gdI uizi bdun} undodpo njuaq WP Ul SN DAIDY YNIN|as D3O UDIBYaS FoAUDgISALWBW UDP UBHWNWNBUSW BUDID|I] ‘T

*dd| 4ofom BupA upbunuaday unyibniaw yopij undiznbuad g

‘yojosow h3ons uphpfull NI YIpLY upsiinuad ‘uplodp| ubunsnAuad ‘Yoiwil PAILY upsiinuad ‘ubijPuad ‘upyipipuad upbuiuaday yniun bhupy uondiinbuad ‘O

xaquins unyingaduau Ubp ubyuwnjuoduaw bduby 1ul SN BAILY Ynin|as hpjo ubibogas dignbuawu Bupip|iq L

Buppun-6uppuUn 1IBUNPUII] PIdID) YPH

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Kabinet merupakan sebuah lembaga negara yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Sama halnya dengan lembaga negara
lainnya, Sekretariat Kabinet juga memiliki perjalanan dinas yang dilakukan
oleh pegawai maupun pejabat dari Sekretariat Kabinet tersebut.

Membahas tentang perjalanan dinas, Perjalanan Dinas sendiri merupakan
tugas yang diberikan kepada pegawai atau pejabat dari lembaga negara baik
itu perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara
(Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 2012), maupun perjalanan dinas
keluar negeri yaitu perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah
Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia
untuk kepentingan dinas/Negara (Peraturan Menteri Keuangan No. 164
Tahun 2015). Pegawai atau pejabat akan menggunakan biaya dalam
melaksanakan perjalanan dinas tersebut, yang nantinya rincian penggunaan
biaya ini akan dllaporkan untuk menjadi acuan data dalam penyesuaian
terhadap anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet sendiri.

Dengan adanya K jhan “untuk «Mélaporkan perjalanan” diras! serta

«Q;,
rincian biaya yang f’“_:’f N dalam melakukan perjalanan dinas, maka dari
itu dibuat sebuah sistem“#formasi-Untuk mengatasi‘kebutihan tersebut yaitu
Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SI PERJADIN). Sistem informasi ini
sendiri akan menampung pendataan perjalanan dinas yang dilakukan oleh
pegawai maupun pejabat di Sekretariat Kabinet. Nantinya user yang akan
mengisi data tersebut adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang
memang bertugas untuk mengurus perjalanan dinas tersebut.

Selain melakukan pendataan tentang perjalanan dinas, SI PERJADIN
juga melakukan pendataan penggunaan biaya selama melakukan perjalanan
dinas pada modul Realisasi kemudian nantinya pegawai atau perjabat terkait
bisa melakukan pembatalan perjalanan dinas serta nantinya dalam sistem
tersebut akan tersedia laporan perjalanan dinas yang sudah dilaksnakan oleh
pegawai atau pejabat maupun unit kerja terkait.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Modul
Realisasi, Pembatalan dan Laporan Perjalanan Dinas di Sekretariat Kabinet
adalah sebagai berikut:

1. Pengguna sistem yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat

menambahkan data pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas.

2. Melakukan pendataan biaya yang digunakan oleh pegawai selama

perjalanan dinas.

3. Melakukan pendataan laporan perjalanan dinas pegawai Sekretariat

Kabinet.
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1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Perjalanan
Dinas Modul Realisasi, Pembatalan dan Laporan Perjalanan Dinas di
Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam melakukan
pendataan pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas untuk
data internal Sekretariat Kabinet.

2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat dengan mudah
menambahkan data biaya yang digunakan pegawai selama melakukan
perjalanan dinas untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada di
Sekretariat Kabinet.

3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat mengetahui jumlah
perjalanan dinas pegawai maupun unit kerja yang ada di Sekretariat
Kabinet melalui laporan perjalanan dinas yang ada pada sistem.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam pembuatan sistem audit internal
berbasis website di Komisi Penjaminan Mutu SV IPB ini adalah sebagai
berikut:

a dapat dijalankan _apabilayberada di lingktingan

2. Pengguna atau PRREPejaba Rembua ikomitmen) hanya bisacmelihat
data perjalanan dinas pegawai yang mereka masukkan,

3. Metode laporan perjalanan dinas oleh pegawai kepada pengguna atau
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masih terbatas secara manual,

4. Pembatalan perjalanan dinas pegawai pada sistem dilakukan oleh PPK
setelah ada konfirmasi pembatalan dari pegawai terkait.

Il METODE

2.1 Lokasi dan Waktu PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Instansi
Sekretariat Kabinet yang beralamat di JI. Veteran No.18, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10110. Waktu pelaksanaan Kegiatan PKL berlangsung selama 46 hari kerja
yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 8 April 2021 yang
dilaksanakan sesuai dengan hari kerja yaitu lima hari dalam seminggu, mulai
dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 WIB sampai dengan
pukul 16.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan
16.30 WIB.



